SALINAN

WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

—

KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA MEDAN,

bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun
2021;

bahwa Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan
daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Kota Medan
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat
Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan di tingkat
pusat telah memberikan pengaruh terhadap dokumen
RPJMD Kota Medan, serta Dberimplikasi terhadap
pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintah
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun
2021-2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 12);



19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 57);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor
7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-
2026, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 4
Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam
bentuk Dokumen Perubahan RPJMD yang merupakan Lampiran Peraturan
Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,
ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA
(7-164/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN»

NITAJSARI, S.H.
Pentbifia
NIP. 19700622 200701 2 031






